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BUPATI DAIRI 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN BUPATI DAIRI 

  NOMOR   10   TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 20 TAHUN 2022 

TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN  

KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,  

DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DAIRI, 

 

a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan 

Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah 

Menengah Pertama Negeri perlu dilakukan secara objektif, 

transparan, dan akuntabel, guna pemerataan akses dan mutu 

Pendidikan serta untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris 

Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman 

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, 

Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2022 tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak 

Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama 

Negeri, perlu dilakukan perubahan;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2022 

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-

Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah 

Pertama Negeri;  

Menimbang :     

SALINAN 



- 2 - 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6864);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 6762);  

Mengingat : 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman 

Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);  

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 

10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2022 tentang 

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak 

Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama 

Negeri (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 20); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN   BUPATI   TENTANG  PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG 

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-

KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA NEGERI. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 

Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman 

Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah 

Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 

2022 Nomor 20), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) Pasal 11 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

  

Pasal 11 

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai 

berikut: 

a. zonasi 

b. afirmasi; 

c. perpindahan tugas orangtua/wali; dan/atau 

d. prestasi. 

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a terdiri atas: 

a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh 

persen) dari daya tampung  sekolah; dan  

b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh 

persen) dari daya tampung sekolah. 

(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b untuk SD dan SMP paling sedikit 15% (lima belas 

persen) dari daya tampung sekolah. 

(4) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk SD dan SMP paling 

banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. 

(5) Jika daya tampung jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur 

perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka 

dapat dibuka pendaftaran jalur prestasi khusus untuk 

SMP.   

(6) Kuota pendaftaran jalur prestasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) disesuaikan dengan kebutuhan masing-

masing satuan pendidikan.  
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2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 6 (enam) ayat,       

yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) ayat (2d), ayat (2e),              

ayat (2f) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 14 

(1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru 

yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan 

Pemerintah Daerah. 

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang 

diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 

pendaftaran PPDB.  

(2a)  Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data 

kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan 

domisili, maka kartu keluarga tersebut masih dapat 

digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi tersebut. 

(2b) Perpindahan  data  pada  kartu keluarga yang tidak 

menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) antara lain: 

a. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota 

ini selain calon peserta didik); 

b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, 

anggota keluarga pindah); atau 

c. kartu keluarga hilang atau rusak. 

(2c)  Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga, 

maka harus disertakan: 

a. kartu keluarga yang lama bagi perubahan data 

(penambahan atau pengurangan anggota keluarga) 

atau rusak; atau  

b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila 

kartu keluarga hilang.   

(2d) Dalam hal perubahan kartu keluarga karena perpindahan 

harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh 

keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.   
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(2e) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang 

tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama 

orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan 

nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang 

sebelumnya, akta kelahiran dan/atau kartu keluarga 

sebelumnya. 

(2f) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon 

peserta didik baru sebagaimana dimaksud  pada ayat (2e), 

maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang 

tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal 

penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan 

dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan 

instansi berwenang.   

(3) Kartu keluarga dapat diganti apabila terjadi bencana alam 

atau bencana sosial dengan surat keterangan domisili dari 

kepala dusun atau kepala lingkungan yang dilegalisir oleh 

lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang 

berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang 

bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) 

tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.  

(4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki 

kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 

(satu) wilayah kabupaten yang sama dengan sekolah asal. 

(5) Pemalsuan surat keterangan domisili sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

3. Pasal 16 dihapus.  

 

4. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 30 

Penghitungan pembobotan, daya tampung serta 

pemeringkatan pendaftar dan zonasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk 

teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Dairi. 

 

Ditetapkan di Sidikalang 

pada tanggal 12 Juni 2024                          

Pj.  BUPATI DAIRI, 

 ttd. 

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN  

 

Diundangkan di Sidikalang 

pada tanggal 12 Juni 2024                             

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, 

                ttd.  

 JONNY HUTASOIT  

 BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024 NOMOR 10 

 

 

 


